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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku yang berjudul “Hukum
Perlindungan Saksi dan Korban” ini dapat diselesaikan dengan
tepat waktu. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya
pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi
saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam proses penegakan hukum, saksi dan korban sering kali
berada pada posisi yang rentan dan terabaikan. Mereka tidak hanya
berperan sebagai pemberi keterangan penting untuk mengungkap
suatu tindak pidana, tetapi juga kerap menghadapi ancaman, tekanan,
bahkan tindak kekerasan yang membahayakan jiwa dan
keamanannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban
konstitusional untuk memberikan perlindungan yang layak dan
kepastian hukum kepada mereka sebagai bagian dari hak asasi
manusia dan akses terhadap keadilan.

Buku ini disusun untuk mengkaji secara mendalam berbagai
aspek dalam hukum perlindungan saksi dan korban, mulai dari
landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, hingga implementasi teknis
di lapangan. Pembahasan mencakup pengaturan dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
mekanisme pemberian perlindungan, hak-hak saksi dan korban, serta
tantangan dalam praktik peradilan.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan
contoh-contoh konkret yang terjadi di masyarakat, sehingga pembaca
dapat memahami urgensi serta dinamika yang muncul dalam upaya
melindungi saksi dan korban. Setiap bab disajikan secara sistematis,
menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik bagi akademisi,
mahasiswa hukum, praktisi peradilan, aparat penegak hukum,
maupun masyarakat umum yang peduli terhadap keadilan.
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Akhir kata, semoga buku Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
ini dapat memberikan manfaat yang luas, meningkatkan kesadaran
hukum, serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang
berkeadilan, humanis, dan berpihak kepada mereka yang
membutuhkan perlindungan.

Hormat kami,

Penulis
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Pendahuluan

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu
elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana modern.
Kehadiran saksi dan korban tidak hanya diposisikan sebagai alat
bantu pembuktian dalam proses penegakan hukum, melainkan juga
sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib
dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam praktik
peradilan pidana, keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana
sangat bergantung pada Kkeberanian saksi untuk memberikan
keterangan yang jujur dan bebas dari tekanan, serta kemampuan
korban dalam menyampaikan fakta-fakta yang dialaminya. Namun
demikian, realitas menunjukkan bahwa saksi dan korban justru sering
berada dalam posisi rentan karena menghadapi ancaman fisik,
tekanan psikologis, intimidasi sosial, bahkan kriminalisasi akibat
keterlibatan mereka dalam proses hukum. Kondisi tersebut
menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bukan
sekadar kebutuhan prosedural, melainkan bagian integral dari
perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (Rahardjo,
2006).

Dalam perkembangan paradigma hukum pidana, perhatian
terhadap korban pada mulanya relatif terabaikan. Sistem peradilan
pidana klasik lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara
dan pelaku tindak pidana, sehingga korban hanya dipandang sebagai
instrumen pembuktian semata. Pandangan tersebut melahirkan
ketimpangan perlindungan hukum karena hak-hak korban sering kali
tidak memperoleh perhatian yang memadai. Seiring berkembangnya
pemikiran viktimologi dan pendekatan hak asasi manusia, muncul
kesadaran bahwa korban tindak pidana mengalami penderitaan yang
tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi (Yulia,
2010). Oleh sebab itu, negara dituntut untuk menghadirkan
mekanisme perlindungan yang komprehensif agar proses peradilan
tidak menimbulkan penderitaan lanjutan (secondary victimization)
terhadap korban maupun saksi.

Perkembangan internasional menunjukkan bahwa perlindungan
saksi dan korban telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum
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berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Declaration of
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Tahun
1985 menegaskan bahwa korban berhak memperoleh akses terhadap
keadilan, restitusi, kompensasi, serta bantuan yang diperlukan untuk
pemulihan kondisi mereka (United Nations, 1985). Deklarasi tersebut
menjadi tonggak penting dalam perubahan orientasi sistem peradilan
pidana dari semata-mata berorientasi pada pelaku (offender oriented)
menuju pendekatan yang lebih seimbang dengan memperhatikan
kepentingan korban (victim oriented). Pada konteks ini, perlindungan
saksi dan korban tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai
perlindungan keamanan fisik, tetapi mencakup perlindungan hukum,
psikologis, sosial, dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Di Indonesia, urgensi perlindungan saksi dan korban semakin
mengemuka seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana,
seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual,
narkotika, serta pelanggaran hak asasi manusia berat. Berbagai
perkara menunjukkan bahwa banyak saksi enggan memberikan
keterangan karena adanya ancaman dan rasa takut terhadap pelaku
maupun pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Dalam sejumlah
kasus, korban bahkan mengalami intimidasi berulang yang
menyebabkan mereka menarik laporan atau menolak melanjutkan
proses hukum. Situasi demikian tidak hanya menghambat penegakan
hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan substantif (Muladi,
2005). Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan sistem
perlindungan yang mampu menjamin keamanan dan kepastian
hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan
pidana.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah melalui
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan langkah progresif
dalam memperkuat posisi saksi dan korban dalam sistem hukum
nasional. Kehadiran regulasi tersebut menandai perubahan
paradigma hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih
berorientasi pada pelaku tindak pidana. Melalui undang-undang
tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap berbagai hak saksi
dan korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, kerahasiaan
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Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban

Sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan perlindungan
kepada saksi dan korban secara tidak langsung melalui KUHP, KUHAP,
dan berbagai undang-undang sektoral sebelum adanya undang-
undang khusus yang mengatur perlindungan saksi dan korban
(Ramadhani & Ardiansyah, 2024). Korban tindak pidana lebih
dianggap sebagai "objek" atau sekadar pihak yang mengalami
kerugian daripada subjek hukum yang memiliki hak prosedural dan
perlindungan yang lengkap. Fokus utama tetap pada pelaku tindak
pidana dan pemidanaannya, sementara kebutuhan korban untuk
keamanan, perawatan psikologis, dan keterlibatan yang signifikan
dalam proses hukum belum menjadi perhatian utama.

Secara umum, selama periode pra-undang-undang Kkhusus,
prinsip utama perlindungan saksi dan korban adalah melihat korban
dari sudut pandang kerugian keuangan. Tidak ada peraturan yang
memadai yang memberikan hak korban untuk mendapatkan
informasi, mendapatkan kompensasi dari negara, mendapatkan
restitusi yang baik, dan mendapatkan perlindungan khusus ketika
mereka adalah saksi dalam proses peradilan. Oleh karena itu,
perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban hanyalah
sebagian dan tidak menyeluruh; konsep perlindungan yang diberikan
kepada korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural
dan perlindungan yang lengkap dalam sistem peradilan pidana
hanyalah sebagian.

Perlindungan saksi dan korban belum menjadi prioritas utama
dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebelum ada peraturan
khusus. Sementara kondisi psikologis, keamanan, dan hak-hak saksi
dan korban sering kali terabaikan, perhatian hukum lebih fokus pada
pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana (Ismail,
2023). Namun, terungkapnya kebenaran substansial dan tercapainya
keadilan substantif sangat bergantung pada keberanian saksi dan
korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum
(Krismen, 2016).

Praktiknya, banyak kasus pidana terutama yang serius dan
terorganisir seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan kekerasan
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sangat sulit untuk diselesaikan karena ketakutan saksi untuk
memberikan keterangan mereka. Saksi sangat rentan terhadap
ancaman fisik, intimidasi, tekanan sosial, dan kemungkinan
dikriminalisasi. Jika saksi tidak memiliki perlindungan yang memadai,
mereka cenderung memilih untuk tidak berbicara atau menarik
keterangannya. Akibatnya, proses peradilan menjadi tidak efektif dan
bahkan dapat menggagalkan pengungkapan kebenaran (Kristanto &
Kristiyadi, 2023).

Korban tindak pidana, di sisi lain, biasanya mengalami
penderitaan berlapis. Korban kejahatan seringkali tidak menerima
perawatan medis yang memadai dari negara, selain mengalami
kerugian fisik, mental, dan ekonomi. Tidak ada peraturan yang jelas
dan efektif yang mengatur hak-hak seperti rehabilitasi medis dan
psikologis, kompensasi atas kerugian, dan restitusi dari pelaku.
Korban sering merasa "ditinggalkan" oleh sistem hukum yang
seharusnya melindunginya (Sholihah, 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh paradigma sistem peradilan
pidana yang berpusat pada pelaku. Seringkali, saksi dan korban
dianggap sebagai alat pembuktian daripada subjek hukum yang
memiliki hak-hak dasar (Hidaya, 2023). Metode ini menyebabkan
ketimpangan dalam hubungan peradilan, pelaku dilindungi dalam
proses hukum, sementara saksi dan korban tidak.

Sejak tahun 2006, banyak undang-undang, termasuk KUHAP dan
beberapa undang-undang sektoral, telah dibuat untuk melindungi
saksi dan korban. Namun, pengaturan tersebut belum membentuk
suatu sistem perlindungan yang komprehensif dan hanya bersifat
parsial. Kebijakan hukum pidana belum memprioritaskan kebutuhan
saksi dan korban tentang keamanan dan pemulihan karena fokus
regulasi tetap pada penanganan pelaku (Komnas Perempuan, 2009).

Sejarah Peraturan Perlindungan Saksi Korban

Di Indonesia, protes terhadap perlindungan saksi dan korban memicu
gerakan masyarakat, terutama LSM yang bergerak di bidang
penegakan hukum, untuk meminta pemerintah membuat peraturan
perundang-undangan untuk melindungi saksi dan korban. Melihat
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Saksi dan Korban dalam Pusaran Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana Indonesia yang mewarisi tradisi civil law
selama beberapa dekade menempatkan negara sebagai pemegang
utama kepentingan dalam penuntutan kejahatan sehingga
memposisikan korban dan saksi hanya sebatas alat pembuktian dan
bukan sebagai subjek pemilik hak otonom atas penyelesaian perkara
hukum. Kondisi tersebut bukan sekadar kelemahan teknis prosedural
melainkan sebuah cerminan paradigma mendalam yang memandang
kejahatan melulu sebagai urusan antara pelaku dengan negara
sementara individu yang menderita dampak nyata dari perbuatan
pidana tersebut justru sering kali terpinggirkan dari proses peradilan.

Kritik terhadap ketidakseimbangan struktural dalam peradilan
pidana menguat secara sistematis sejak akhir dekade 1970-an yang
didorong oleh kematangan disiplin ilmu viktimologi serta gerakan hak
asasi manusia global yang berfokus pada nasib korban kejahatan.
Kedua arus pergerakan tersebut kemudian melahirkan Declaration of
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor
40/34 pada 29 November 1985. Meskipun instrumen hukum
internasional ini berstatus soft law namun otoritas moral yang dimiliki
mampu mengartikulasikan proposisi revolusioner bahwa korban
kejahatan merupakan subjek hukum yang memiliki klaim keadilan
yang sah dan wajib dipenuhi oleh negara. Dokumen tersebut
menetapkan empat pilar operasional utama bagi negara yang
mencakup akses terhadap mekanisme keadilan restitusi dari pelaku
kompensasi dari negara serta bantuan medis psikologis maupun
sosial yang diperlukan.

Kerangka operasional global tersebut kemudian menjadi cetak
biru bagi regulasi domestik di berbagai negara termasuk
pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang selanjutnya
diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kehadiran
regulasi tersebut menandai fase krusial dalam pengakuan hak-hak
saksi dan korban dalam sistem hukum nasional yang semula sangat
berorientasi pada pemidanaan pelaku kejahatan. Walakin landasan
filosofis dan teoritis yang menopang regulasi perlindungan ini serta
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pola interaksinya dengan sistem pembuktian peradilan pidana masih
memerlukan penguraian secara lebih komprehensif. Reorientasi
pemikiran hukum tersebut menjadi semakin mendesak untuk dikaji
secara mendalam terutama dalam menyelaraskan hak operasional
saksi dan korban dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang baru.

Teori-Teori yang Mendasari Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan saksi dan korban tidak berdiri di atas satu teori tunggal
melainkan tumbuh dari persinggungan beberapa arus pemikiran
hukum yang masing-masing menyumbangkan dimensi berbeda.
Sebagian aliran pemikiran menekankan pentingnya aspek keadilan
prosedural sedangkan aliran lain berfokus pada dimensi pemulihan
hakiki serta penempatan perlindungan tersebut dalam lanskap hak
asasi manusia yang mendasar. Pemahaman mendalam terhadap akar-
akar teoritis tersebut sangat krusial bagi pengembangan doktrin
hukum agar implementasi perlindungan saksi dan korban tidak
merosot menjadi sekadar mekanisme birokratis yang kaku melainkan
betul-betul mengabdi secara kritis pada penegakan nilai keadilan yang
substantif dalam sistem peradilan pidana.
1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep paling
fundamental dalam ilmu hukum yang menggambarkan fungsi
hakiki dari keberadaan hukum itu sendiri dalam masyarakat.
Philipus M. Hadjon, sarjana hukum tata negara Indonesia yang
paling otoritatif dalam bidang ini, merumuskan bahwa
perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenang-wenangan (Hadjon, 2005; Philipus M. Hadjon dan
Tatiek Sri Djatmiati, 2005). Rumusan ini mengandung tiga elemen
pokok yang menjadi ciri khas perlindungan hukum, yaitu
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pengakuan
terhadap hak-hak yang melekat, dan adanya ancaman dari
kesewenang-wenangan yang hendak ditangkal oleh hukum.
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Dalam praktik peradilan pidana, saksi memiliki peranan penting
sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak
pidana, sedangkan korban merupakan pihak yang mengalami
kerugian, penderitaan, maupun dampak lain akibat tindak pidana
yang terjadi (Lilik Mulyadi, 2021). Jaminan perlindungan terhadap
saksi dan korban diperlukan sebagai upaya untuk memastikan
efektivitas proses peradilan pidana, mengingat keberadaan dan
keterlibatan saksi dan korban sering kali menentukan keberhasilan
penegakan hukum. Namun, dalam waktu yang cukup lama perhatian
hukum pidana di Indonesia menempatkan pelaku sebagai fokus utama
(offender oriented), sehingga posisi saksi dan korban belum
memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Mardjono
Reksodiputro, 2022). Hal ini menyebabkan saksi dan korban rentan
mengalami ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, bahkan
ketakutan untuk menyampaikan keterangan pada proses
pemeriksaan perkara pidana.

Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan
korban semakin terlihat seiring berkembangnya tindak pidana yang
menimbulkan tingkat ancaman tinggi bagi keselamatan saksi dan
korban, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang,
kekerasan seksual, dan kejahatan terorganisasi lainnya (Eva Achjani
Zulfa, 2023). Dalam berbagai kasus tersebut, saksi dan korban sering
berada pada posisi yang rentan karena adanya potensi ancaman, baik
dalam bentuk fisik maupun nonfisik dari pelaku ataupun pihak lain
yang memiliki kepentingan terhadap perkara. Oleh karena itu,
perlindungan hukum diperlukan tidak hanya untuk menjamin
keamanan saksi dan korban, tetapi juga untuk memastikan proses
peradilan pidana dapat berjalan secara efektif dan memperoleh
kebenaran materiil.

Perhatian negara terhadap jaminan perlindungan bagi saksi dan
korban pada dasarnya mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Sebelum lahirnya regulasi mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,
pengaturan terkait upaya perlindungan bagi saksi dan korban masih
tersebar di berbagai ketentuan dan belum memberikan jaminan
hukum yang komprehensif (Andi Hamzah, 2022). Kehadiran undang-
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undang tersebut kemudian menjadi tonggak penting dalam penguatan
perlindungan hak saksi serta korban dalam sistem peradilan pidana
Indonesia. Perubahan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 semakin
memperluas bentuk perlindungan yang diberikan, termasuk
pengaturan mengenai restitusi, kompensasi, bantuan medis, bantuan
psikologis, serta perlindungan terhadap justice collaborator dan
whistleblower (Siswanto Sunarso, 2021).

Selain diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban,
penguatan terhadap perlindungan hak juga tercermin dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. KUHAP 2025 menunjukkan adanya perkembangan
orientasi hukum acara pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada
kepentingan pelaku tindak pidana, namun juga mulai memperhatikan
perlindungan hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana
(Mahrus Ali, 2025). Penguatan tersebut terlihat melalui pengaturan
hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, penguatan prinsip
perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme perlindungan
dalam penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan pengaturan hukum yang jelas mengenai
perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi aspek penting dalam
menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.
Kepastian hukum tersebut diperlukan agar saksi dan korban
memperoleh jaminan perlindungan yang memadai ketika
memberikan keterangan ataupun terlibat dalam proses hukum (Frans
Hendra Winarta, 2022). Di sisi lain, pengaturan yang jelas juga
menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan upaya
perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.

Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025

KUHAP 2025 memberikan ketentuan bahwa kedudukan saksi dalam
proses peradilan pidana merupakan pihak yang memiliki peran
krusial. Dalam proses peradilan pidana, saksi tetap ditempatkan
sebagai salah satu sumber pembuktian utama karena keterangannya
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digunakan untuk menjelaskan terjadinya tindak pidana serta
keterlibatan pelaku (M. Yahya Harahap, 2021). Oleh karena ituy,
KUHAP mengatur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan
pemberian keterangan saksi dalam setiap tahapan proses peradilan
pidana.

Ketentuan hukum mengenai saksi dalam KUHAP 2025
menunjukkan bahwa keterangan saksi masih menempati posisi
penting dalam proses pembuktian pidana. Berdasarkan ketentuan
tersebut, saksi dipahami sebagai orang yang dapat memberikan
kesaksian atas tindak pidana yang diketahuinya secara langsung
melalui apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Pengaturan
tersebut sekaligus memberikan landasan yuridis bagi aparat penegak
hukum dalam menjalankan proses pemeriksaan terhadap saksi pada
tahap penyidikan maupun persidangan. Selain saksi, KUHAP 2025
juga memberikan perhatian terhadap posisi korban dalam proses
peradilan pidana. Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak
yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi mulai
ditempatkan sebagai pihak yang secara hukum memiliki kepentingan
dalam proses pidana (Muladi, 2022).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan
pidana semakin menitikberatkan pada perlindungan hak para pihak
dalam perkara pidana, termasuk korban. Perhatian terhadap hak
korban dalam KUHAP 2025 terlihat melalui pengaturan mengenai hak
untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengajuan ganti rugi
dalam proses pidana. Selain itu, KUHAP 2025 juga menegaskan
pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap
tahapan proses peradilan pidana. Kondisi tersebut memperlihatkan
bahwa hukum acara pidana tidak hanya berorientasi pada
kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mulai
memperhatikan perlindungan hak saksi dan korban selama proses
pidana berlangsung.

KUHAP juga memberikan penguatan terhadap perlindungan hak
dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal tersebut terlihat dari
pengaturan mengenai hak para pihak untuk menyampaikan kesaksian
secara bebas tanpa tekanan, ancaman, paksaan, ataupun perlakuan
yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan (Eddy O.S. Hiariej,
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Hakikat Perlindungan Saksi dan Korban

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebebasan untuk
memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya agar dapat eksis secara
berkesinambungan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan.
Dalam kehidupan manusia terdapat pihak-pihak yang membutuhkan
pihak lain dalam mempertahankan segala hal yang dapat mengancam
atau menindas. Meskipun manusia hidup dijamin untuk selalu dalam
keadaan bebas melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan
mencari nafkah atau mengembangkan potensi dirinya, namun hal itu
belum sepenuhnya dapat terjamin oleh keterlibatan negara. Sebuah
pesan yang pernah disampaikan oleh Raja mesir kepada rakyatnya
cukup berkesan dan memberikan inspirasi yang cukup penting,
betapa rasa aman membutuhkan jaminan dari raja atau penguasa.

Raja Mesir Kuno Fir'aun III memberikan jaminan kepada
rakyatnya dengan menyampaikan 5 (lima) pesan untuk menunjukkan
bahwa seorang raja bertanggung jawab melindungi rakyatnya, yakni:
(i) Aku menanami seluruh tanah (Mesir) dengan pepohonan nan hijau
dan membuat rakyat yang tinggal di sini dapat berteduh; (ii) Aku
membuat tanah dan negeri ini menjadi aman sehingga seorang wanita
dapat bepergian seorang diri secara bebas, tanpa seorang pun dapat
mengganggunya; (iii) Aku melindungi orang yang lemah dari para
penindasnya; (iv) Aku membuat semua orang merasa nyaman tinggal
di rumah; dan (v) Aku memberikan kehidupan yang baik bagi mereka
yang mencari keadilan di pengadilanku, sehingga rakyat sangat puas
dan bahagia di bawah pengaturan hukumku. Ucapan Raja Firaun III
dari Mesir kuno dalam buku Domesday, John Henry Wigmore,
1936:14 (Munir Fuady, 2013:89).

Pada masa sekarang yang dikenal dengan era digitalisasi
membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas agar dapat
diimplementasikan oleh aparatur penyelenggara negara mengenai
perlindungan kepada warga negara dalam berbagai aspek. Secara
global, perlindungan manusia dari ancaman dan penindasan telah
memperoleh perhatian yang cukup besar dengan melibatkan
organisasi dunia untuk mewujudkan tertib hidup yang lebih harmonis
bagi seluruh penduduk bumi. Sekalipun hal itu telah dijadikan
perjuangan bagi setiap negara untuk melindungi manusia dari
penjajahan, namun tetap saja terjadi kesewenang-wenangan bagi
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bangsa yang lemah seperti Palestina dan Iran, yang selalu menjadi
bulan-bulanan zionis Israel dan Amerika Serikat. Hak asasi manusia
(HAM) merupakan hak yang bersifat universal dan semua makhluk
hidup yang bernama manusia sebagai subjek hukum membutuhkan
perhatian untuk mengayomi. Hal itu menjadi salah satu tujuan negara
Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 yang menjelaskan ‘... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial...".

Kewajiban negara mewujudkan perdamaian dunia bukan hanya
wajib melindungi warga negara Indonesia, akan tetapi secara
universal semua manusia patut dilindungi. Oleh karena itu, dalam
pandangan Islam, memberikan makanan kepada orang yang
kelaparan sehingga dianggap memberikan kehidupan kepada semua
manusia di muka bumi. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-
Maidah Ayat 32 yang terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena
orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat
kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan
manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka
rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.

Selain itu terdapat sebuah hadis yang mendukung pentingnya
melanggengkan kehidupan manusia dengan memberikan suplai
makanan kepada orang yang beriman yang kelaparan, maka dijanjikan
salah satu pintu surga baginya, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW.
yang artinya, Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa yang memberi
makan kepada seorang mukmin, sehingga dapat mengenyangkannya
dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu
pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain” (Hadis Riwayat
Thabrani).
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Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana dikenal asas unus testis nullus testis,
yaitu satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan
terdakwa. Asas ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan ini menegaskan bahwa
pembuktian tidak boleh hanya bergantung pada satu saksi. Harus ada
alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Keterangan saksi tetap merupakan alat bukti penting dalam
pembuktian perkara pidana. KUHAP Baru pada dasarnya masih
mempertahankan sistem pembuktian yang bertumpu pada alat bukti
yang sah dan saling mendukung. Namun, ketentuan tersebut kini
diperkuat dengan pengakuan alat bukti elektronik. Hal ini merupakan
respons terhadap perkembangan teknologi dan modernisasi sistem
peradilan pidana.

Dengan demikian, meskipun struktur diperbarui dan jenis alat
bukti diperluas, prinsip bahwa pembuktian tidak boleh hanya
bergantung pada satu saksi tetap dipertahankan. Hal ini menjadi
jaminan keadilan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan
pidana.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap saksi dan/atau
korban dalam praktik peradilan pidana hingga kini masih belum
terlaksana secara optimal, baik dalam aspek keamanan fisik maupun
pemulihan psikis. Secara normatif, Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak saksi dan
korban, termasuk perlindungan serta pemulihan psikologis. Akan
tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang
menyebabkan perlindungan tersebut belum dapat diwujudkan secara
maksimal pada setiap tahapan pemeriksaan perkara (Alfan, 2015).

Banyak perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan karena
saksi atau korban enggan memberikan keterangan, diperburuk oleh
minimnya alat bukti lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh ancaman
kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan terhadap saksi, korban,
maupun keluarganya (Putra, 2019).

Meskipun LPSK telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban),
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pelaksanaannya masih terkendala rendahnya kesediaan saksi atau
korban mengikuti program perlindungan serta pemenuhan
persyaratan yang ditentukan undang-undang (Putra, 2019). Selain itu,
terdapat kendala psikologis berupa tekanan mental akibat
keterputusan hubungan sosial dengan lingkungan dan keluarga
selama menjalani perlindungan (Putra, 2019).

Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
telah mengatur perlindungan fisik, psikis, hukum, serta pemenuhan
hak-hak prosedural. Namun dalam praktik, masih terdapat
kelemahan. Padahal, saksi dan korban berperan penting dalam setiap
tahap proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga persidangan.

Dalam praktik peradilan pidana, ancaman dan intimidasi
terhadap saksi, korban, maupun keluarganya masih berpotensi terjadi
dan dapat memengaruhi keberanian dalam memberikan keterangan.

Minimnya perlindungan juga menyebabkan rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana, karena tidak
adanya jaminan keamanan bagi pelapor, saksi, maupun harta
bendanya. Akibatnya, banyak saksi memilih untuk tidak memberikan
keterangan secara terbuka dan jujur sesuai dengan fakta yang mereka
alami maupun ketahui karena adanya rasa takut dan tekanan tertentu
(Pangestuti, 2017).

Perlindungan saksi dan korban adalah bagian penting dalam
sistem peradilan pidana. Kesaksian yang diberikan di bawah ancaman,
intimidasi, atau tekanan dapat mengganggu proses pembuktian dan
pencapaian keadilan. Karena itu, negara wajib memberikan
perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan, baik secara
fisik, psikis, hukum, maupun pemenuhan hak-hak prosedural lainnya
(Laoly & Malau, 2020).

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan hal penting
yang sejalan dengan prinsip equality before the law dan due process of
law. Hal ini menjadi dasar dalam menjamin kepastian hukum serta
mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan
berkeadilan. Perlindungan tersebut memungkinkan saksi dan korban
memberikan keterangan secara aman tanpa tekanan, intimidasi, atau
ancaman. Kondisi ini mendukung pengungkapan tindak pidana agar
berjalan lebih optimal dan objektif (Jafar, 2014).
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Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan bagi saksi dan korban adalah salah satu bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oeh negara kepada setiap orang
yang mengalami, melihat, mendengarkan atau memiliki pengetahuan
mengenai terjadinya suatu tindak pidana (De Fretes, Hehanussa, and
Hattu 2024). Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan saksi dan
korban memiliki peran yang sangat penting karena keterangan yang
diberikan dapat membantu proses pembuktian suatu perkara pidana.
Namun dalam empirinya, saksi dan korban masing sering mengalami
ancaman, tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan akibat
keterangannya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan
keamanan dan perlindungan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlidungan
adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan Undang - Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut,
perlindungan saksi dan korban merupakan bentuk tanggung jawab
negara dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan
hak-hak saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan secara
bebas tanpa adanya ancaman, tekanan, maupun intimidasi dalam
proses peradilan pidana.

Secara teori, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya
pemerintah untuk menjaga hak-hak masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo,
perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi
manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, dan
perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh
hak-hak yang diberikan hukum (Rahim 2023). Sementara itu, menurut
pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan (Hukumonline, 2022).
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Dalam hal perlindungan bagi saksi dan korban, negara tidak
hanya berkewajiban untuk memastikan keamanan fisik seseorang,
namun juga harus menjamin rasa aman, kebebasan dalam
memberikan keterangan, rehabilitasi mental, bantuan medis, serta
menjada kerahasiaan identitas. Perlindungan tersebut menjadi sangat
penting terutama dalam perkara-perkara tertentu, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi;
Terorisme;

Perdagangan orang;
Kekerasan seksual;
Narkotika;

Pelanggaran ham berat;
Tindak pidana terorganisasi.

Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas tanpa
tekanan akan membantu proses pembuktian di persidangan sehingga
tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Hal tersebut juga menjadi
alasan utama dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
sebagai Lembaga independen yang bertugas memberikan
perlindungan kepada saksi dan korban.

NSO s W

Macam-Macam Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan terhadap saksi dan korban pada dasarnya diberikan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban selama
proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut tidak
hanya terbatas pada perlindungan keamanan secara fisik, tetapi juga
mencakup perlindungan hukum, psikologis, medis, ekonomi, hingga
kerahasiaan identitas. Pemberian perlindungan ini dilakukan sebagai
bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan rasa aman bagi
saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan secara bebas
tanpa adanya ancaman, tekanan, intimidasi, maupun rasa takut (Putri
2025). Dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang diberikan
disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat ancaman yang dihadapi
oleh saksi dan korban. Adapun macam-macam perlindungan saksi dan
korban adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan Fisik
Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban,
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Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,
oleh karena itu, sebagai negara hukum, konstitusi melindungi Hak
Asasi Manusia. Hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi
kepentingan manusia, Kkonstitusi negara mengatur prinsip
perlindungan Hak Asasi Manusia. Seyogianya penegakan hukum
dapat dilaksanakan secara normal dan damai. Pelanggaran undang-
undang terjadi  ketika subyek hukum  tidak melaksanakan
kewenangan yang seharusnya mereka laksanakan atau mungkin juga
telah melakukan pelanggaran hak-hak subyek hukum lainnya. Oleh
sebab itu, subyek hukum yang hak haknya dilanggar dilindungi oleh
hukum (Sudikno Mertokusumo, 1993).

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sangat memperhatikan
perlindungan terhadap korban kejahatan. Selama ini, perhatian
hukum lebih banyak diberikan kepada pelaku tindak pidana,
sedangkan korban sering kali belum memperoleh pemulihan yang
memadai, baik secara materiil maupun psikologis. Oleh karena itu,
negara hadir melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan bantuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Pengaturan tersebut
bertujuan memberikan rasa keadilan, perlindungan, serta pemulihan
bagi korban akibat penderitaan yang dialaminya.

Subyek hukum dilindungi oleh undang-undang dan diancam
sanksi jika mereka tidak mematuhinya. Perlindungan hukum berarti
bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi
kebutuhannya dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Pasal 1
angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak
dan pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman kepada saksi
dan korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya
sesuai undang-undang.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan atas dua kategori
yaitu perlindungan hukum secara umum dan khusus terhadap
ancaman. Seorang pelapor dan saksi dapat menerima perlindungan
hukum untuk menghindari digugat atau dituntut secara perdata
apabila mereka memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad
baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana.
Larangan untuk menyebutkan nama pelaku merupakan perlindungan
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hukum tambahan. Semua saksi, pelapor dan korban berhak atas

perlindungan hukum (Alvianto R.V Ransun, 2012). Negara juga

memberikan perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban
dalam menghadapi ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta
benda, dan keluarga. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa

perlindungan merupakan segala upaya untuk pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan
korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya
sesuai ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya negara memberikan perlindungan khusus kepada
saksi, pelapor dan korban untuk mencegah ancaman yang
membahayakan terhadap kehidupan mereka, jiwa dan harta, benda,
dan keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban membutuhkan
perlindungan khusus, disebabkan tidak semuanya mendapatkan
ancaman. Perlidungan yang diberikan kepada saksi, pelapor dan
keluarga, secara yuridis maupun secara khusus meliputi antara lain:
pertama,melindungi keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental,
kedua, melindungi harta, ketiga melindungi identitas dan kerahasiaan,
keempat, dalam setiap pemeriksaan perkara memberikan keterangan
tanpa bertemu langsung dengan tersangka atau terdakwa.

Demikian juga dalam sistem peradilan pidana modern
mengutamakan kepada kepentingan korban dan pelaku. Pasal 2
Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban menyatakan bahwa saksi dan korban dilindungi selama tahap
proses peradilan pidana. Pasal 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan  dasar
perlindungan hukum, berasaskan pada lima prinsip utama, antara
lain:

1. Asas penghargaan atas harkat martabat manusia adalah pemberian
hak dan perlindungan kepada saksi dan korban sebagai makhluk
ciptaan Tuhan yang berhak atas penghormatan dan perlindungan

2. Asas rasa aman, yang mencakup pemberian bantuan dan
pemenuhan hak kepada saksi dan korban, membantu mewujudkan
suasana aman secara lahiriah dan batiniah, baik secara fisik dan
mental
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Pendahuluan

Tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai extraordinary crime
karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak
pidana konvensional. Terorisme tidak hanya menyerang individu
tertentu, tetapi juga menimbulkan rasa takut secara luas, mengganggu
stabilitas nasional, serta mengancam keamanan publik dan
kedaulatan negara. Karakter luar biasa tersebut menyebabkan negara
harus menggunakan pendekatan hukum dan kebijakan yang bersifat
khusus, baik dalam penindakan terhadap pelaku maupun
perlindungan terhadap korban. Dalam konteks ini, korban terorisme
tidak dapat dipandang semata sebagai pihak yang mengalami
kerugian individual, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang
mengalami viktimisasi kolektif akibat tindakan teror (Taskarina et al.,
2022).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, terjadi pergeseran
paradigma dari pendekatan offender-oriented justice menuju victim-
oriented justice. Paradigma lama cenderung menempatkan pelaku
sebagai pusat perhatian sistem peradilan pidana, sedangkan korban
hanya diposisikan sebagai alat pembuktian. Akibatnya, hak-hak
korban sering kali terabaikan, terutama hak atas pemulihan,
rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Pergeseran menuju victim-
oriented justice menuntut negara untuk tidak hanya berfokus pada
penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan
pemulihan korban secara komprehensif sebagai bagian dari
pemenuhan hak asasi manusia (Ghazali, 2024).

Di Indonesia, perubahan paradigma tersebut mulai terlihat
melalui penguatan regulasi perlindungan saksi dan korban,
khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Melalui regulasi tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap
hak korban terorisme untuk memperoleh kompensasi, bantuan medis,
rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial. Kehadiran
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen penting
dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM
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berat, tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan,
kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh
bantuan medis dan rehabilitasi psikososial maupun psikologis. Selain
itu, Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan hak
kepada korban terorisme untuk memperoleh kompensasi yang
dibebankan kepada negara (Umam & Arifin, 2022).

Meskipun demikian, implementasi perlindungan korban
terorisme di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian
kompensasi dan rehabilitasi masih menghadapi hambatan
administratif, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum
optimalnya pendampingan psikologis jangka panjang bagi korban.
Selain itu, orientasi kebijakan kontra-terorisme di Indonesia dinilai
masih dominan bersifat security approach dan berpusat pada pelaku
(offender-centered), sehingga aspek pemulihan korban belum
sepenuhnya menjadi prioritas utama (Ratri & Wahyudi, 2024).

Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme di

Indonesia

1. Pengaturan dalam UU Terorisme
Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dalam
sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang
signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Sebelum adanya perubahan regulasi tersebut, kebijakan
penanggulangan terorisme di Indonesia cenderung berorientasi
pada pelaku (offender-oriented approach), sehingga aspek
perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi perhatian
utama negara. Padahal, korban tindak pidana terorisme mengalami
penderitaan yang bersifat kompleks, tidak hanya kerugian secara
fisik saja, namun juga termasuk trauma psikologis, kerugian
ekonomi, serta gangguan sosial yang berlangsung dalam jangka
panjang. Oleh karena itu, negara mulai mengembangkan
pendekatan victim-oriented justice melalui pengakuan hak-hak
korban secara normatif dalam peraturan perundang-undangan
(Meidina et al., 2024).
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Pengertian

Perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) harus dipahami sebagai bagian dari pergeseran paradigma
hukum pidana Indonesia dari model yang semata-mata berorientasi
pada pelaku menuju model yang juga berorientasi pada korban, hak
asasi manusia, dan pemulihan (Sabrina, 2016). Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga menegaskan bahwa KDRT tidak lagi diposisikan sebagai
persoalan privat keluarga, melainkan sebagai persoalan hukum publik
yang menuntut intervensi negara. Dalam konstruksi undang-undang
tersebut, KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan
penelantaran rumah tangga, berikut ancaman, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam
lingkup rumah tangga (Bachtiar & Abadi, 2024).

Secara normatif, pengertian KDRT dan perlindungan korban
harus dipahami secara langsung dari Pasal 1 angka 1, angka 3, angka
4, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Rangkaian norma tersebut penting karena membedakan secara nyata
dan jelas antara KDRT sebagai perbuatan yang menimbulkan
penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran; korban
sebagai subjek yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan;
perlindungan sebagai segala upaya pemberian rasa aman;
perlindungan sementara sebagai tindakan segera sebelum penetapan
pengadilan; dan perintah perlindungan sebagai penetapan pengadilan
yang mengikat (Mentari, 2024).

Dalam perkembangan perlindungan yang lebih luas, saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
mengenai suatu tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri,
dan/atau dialami sendiri, sedangkan korban adalah orang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi ini menjadi
penting karena dalam perkara KDRT kerap terjadi tumpang tindih
status antara saksi dan korban. Korban yang melapor sering sekaligus
menjadi saksi korban; anak, anggota keluarga, tetangga, tenaga
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kesehatan, pekerja sosial, dan pihak lain yang mengetahui terjadinya
kekerasan dapat pula berfungsi sebagai saksi (Lubis dkk., 2025).

Perlindungan saksi dan korban KDRT juga harus menempatkan
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana sebagai kiblat baru harmonisasi. Pasal
187 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa ketentuan Bab I
sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku pula bagi perbuatan yang
diancam pidana dalam wundang-undang di luar KUHP, kecuali
ditentukan lain. Kemudian Pasal | sampai dengan Pasal III UU Nomor
1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian sistem pemidanaan dalam
undang-undang di luar KUHP, termasuk penghapusan minimum
khusus, konversi beberapa pidana kurungan tunggal menjadi kategori
denda, dan rasionalisasi ancaman pidana penjara (Waldi & Efri, 2025).
Dalam Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan pidana pada
UU PKDRT juga telah diharmonisasikan, antara lain terhadap Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 46, serta pembacaan ulang Pasal 47 dan Pasal 48.
Karena itu, rujukan pasal dalam perkara KDRT pasca berlakunya UU
Penyesuaian Pidana tidak boleh berhenti pada bunyi asli UU PKDRT,
tetapi harus dibaca secara bersama dengan penyesuaian pidana yang
berlaku.

Perkembangan hukum memperkuat kebutuhan pembacaan yang
sistematis terhadap sistem KDRT. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah
disesuaikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana, menegaskan bahwa Buku Kesatu KUHP
menjadi aturan umum bagi undang-undang pidana di luar KUHP
sepanjang tidak ditentukan lain. Sementara itu, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat orientasi hukum
acara pada hak saksi, korban, dan kelompok rentan, termasuk
kebutuhan akan akses pendampingan, perlakuan yang manusiawi,
dan akomodasi yang layak selama proses peradilan (Julianto, 2020).
Jika KDRT beririsan dengan kekerasan seksual tertentu, maka
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual beserta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
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Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Viktimosentris
Perkembangan hukum pidana modern di berbagai belahan dunia,
termasuk di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang
sangat fundamental. Paradigma hukum klasik yang dikenal dengan
sifat retributif murni, yakni fokus utama hukum pidana diletakkan
pada penghukuman pelaku (offender oriented) sebagai representasi
dari pemulihan ketertiban umum yang dilanggar, kini mulai bergeser
karena dirasa efektivitasnya mulai diragukan dalam mewujudkan
keadilan sejati (Bambang Waluyo, t.t.). Dalam sistem peradilan pidana
konvensional, negara menempatkan diri sebagai korban abstrak dari
suatu tindak pidana, sedangkan korban riil yakni manusia yang secara
nyata mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi sering
kali diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti atau
instrumen pembuktian belata di dalam persidangan. Reduksi peran ini
melahirkan ketidakadilan struktural yang mendalam, terutama dalam
kasus tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki karakteristik
trauma yang berlapis dan berkelanjutan (Nabilah dkk., 2022).

Kesenjangan dalam perlindungan hukum ini melahirkan urgensi
untuk merumuskan ulang bagaimana keadilan pidana menuju
paradigma yang berpusat pada korban (victim-centered approach)
atau yang dikenal sebagai pendekatan viktimosentris (Ramadianto
dkk., 2025). Pendekatan ini memandang bahwa keadilan tidak boleh
hanya diukur dari seberapa berat sanksi pidana yang dijatuhkan
kepada pelaku, melainkan juga dari seberapa komprehensif hak-hak
korban dipulihkan, suara mereka didengarkan, dan keselamatan
mereka dijamin oleh negara selama dan setelah proses peradilan
berlangsung. Viktimologi sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji secara
mendalam tentang korban kejahatan memberikan landasan
konseptual bahwa perlindungan hukum terhadap korban merupakan
elemen mutlak dari hak asasi manusia dan pilar utama dalam
menegakkan keadilan yang bermartabat (Imawana dkk., 2026). Tanpa
adanya jaminan perlindungan yang kokoh bagi saksi dan korban,
sistem peradilan pidana akan kehilangan legitimasi moralnya karena
membiarkan  terjadinya  viktimisasi  sekunder  (secondary
victimization) yang disebabkan oleh perlakuan aparat penegak hukum
yang bias dan tidak sensitif terhadap trauma (Endra Wijaya dkk.,
2025).
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Kerangka Hukum Internasional dalam Perlindungan
Korban Kekerasan Seksual
Sistem peradilan yang kokoh dan bermartabat menuntut adanya
landasan hukum yang secara eksplisit mengakui kedudukan korban
sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Dalam lanskap hukum
internasional, manifestasi dari pergeseran paradigma menuju
pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach)
terlaksana melalui berbagai konvensi dan traktat multilateral.
Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai standar minimum
(minimum standard) bagi negara-negara di dunia dalam merumuskan
kebijakan perlindungan korban. Secara mendasar, kerangka hukum
internasional tersebut bersandar pada tiga pilar utama berikut
1. Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan PBB Tahun 1985
Di panggung hukum internasional, instrumen utama yang menjadi
batu penjuru bagi perlindungan korban kejahatan adalah United
Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power, yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum
PBB Nomor 40/34 pada tanggal 29 November 1985 (United
Nations Humans Right Office of High Comissioner, t.t.-b). Deklarasi
ini lahir dari kesadaran global bahwa jutaan orang di seluruh dunia
mengalami kerugian akibat kejahatan namun sering kali diabaikan
oleh sistem peradilan pidana nasional mereka (United Nations
Human Rights Office of the High Commissioner, t.t.-a).

Deklarasi 1985 merumuskan definisi "korban" secara sangat
progresif dan inklusif, yakni setiap orang yang secara individual
maupun kolektif mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau
mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan
substansial terhadap hak-hak dasarnya, akibat tindakan atau
kelalaian yang melanggar hukum pidana nasional. Definisi ini
meluas hingga mencakup keluarga dekat atau tanggungan dari
korban langsung, serta orang-orang yang mengalami kerugian saat
berupaya menolong korban yang berada dalam bahaya.

Deklarasi ini meletakkan empat pilar hak prosedural yang
harus diadopsi oleh setiap negara anggota PBB dalam sistem
hukum domestik mereka:
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Pengantar
Perlindungan saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak menjadi isu penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.
Tingginya angka kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga,
eksploitasi anak, perdagangan orang, serta berbagai bentuk kekerasan
berbasis gender menunjukkan perlunya sistem perlindungan hukum
yang efektif dan berorientasi pada korban. Perlindungan hukum
terhadap saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Keberadaan perlindungan hukum bertujuan memberikan
rasa aman kepada korban selama proses penyidikan, penuntutan,
hingga pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan tersebut meliputi
perlindungan fisik, psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan sosial
agar korban dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak.
Kurangnya perhatian dan perlindungan yang diberikan oleh
aparat pene gak hukum terhadap hak saksi dan korban menimbulkan
reaksi negatif dari anggota masyarakat, baik yang merasa dirugikan
langsung oleh suatu tindak pidana maupun yang tidak. Reaksi negatif
dari masyarakat tersebut dapat berupa tindakan anarkis terhadap
aparat penegak hukum maupun terhadap tersangka, bahkan lebih
jauh reaksi yang ditimbulkan berupa hilangnya kepercayaan diri
anggota masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum
dalam menangani suatu kasus pidana (Zulkifli Ismail 2023).
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dirumuskan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia
merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan
dipenuhi oleh negara. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring
dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan
khusus bagi kaum perempuan, di samping konsep hak asasi secara
umum, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang
dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis,
diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan,
ketertinggalan dalam berbagai bidang dan lain-lain maka dalam
beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam
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kelompok yang vulnerable bersama dengan kelompok anak, kelompok
minoritas dan kelompok rentan lainnya (Munthe 2024).

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
menjadi bagian penting dari tujuan negara hukum yang berkeadilan.
Pemerintah sudah berusaha untuk memenuhi berbagai hak
perempuan serta memberi jaminan atas hak asasi mereka dengan
berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hal serupa pun
dicantumkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Peraturan ini menjadi fondasi awal bagi keberadaan
Undang-undang HAM di Indonesia. Melalui upaya ini, Indonesia
tidak hanya mengakui dan menghormati hak asasi manusia, tetapi
juga menerapkan hukum tersebut secara efektif dan tepat. Dari UUD
1945 sampai berbagai aturan yang diturunkan, sudah ditetapkan hak-
hak asasi perempuan melalui sejumlah pasal dan ayat. Ketentuan yang
bersifat pencegahan terdapat pada UUD 1945, serta semua aturan di
bawahnya merupakan wujud regulasi yang mengatur dengan sifat lex
specialis (Zahwa Nabila, Arrie Budhiartie, dan Iswandi 2025).

Korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, memiliki
Kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari
proses pembuktian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus
dilindungi hak-haknya. Dalam hal ini perempuan korban kekerasan
memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan
secara substantif dan prosedural. Sistem peradilan pidana di
Indonesia yang selama ini berpijak pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) warisan kolonial Belanda cenderung bersifat
retributive-oriented (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku).
Paradigma ini memposisikan perempuan korban kekerasan sebatas
alat bukti. Akibatnya, pemulihan hak-hak korban, kepastian rasa
aman, dan kompensasi sering kali terabaikan. Korban bahkan rentan
mengalami reviktimisasi akibat proses hukum yang panjang dan
stigmatisasi sosial.

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan
perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Orientasi yang
sebelumnya menitikberatkan pada kepentingan negara secara
perlahan bergeser menuju perlindungan hak asasi manusia.
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Luka Sejarah dan Tuntutan Keadilan: Pengantar Isu
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan bentuk
kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang tidak hanya
melanggar norma hukum nasional, tetapi juga mengguncang nilai-
nilai universal kemanusiaan. Kejahatan ini memiliki karakteristik
khusus, yaitu dilakukan secara sistematis atau meluas, seringkali
melibatkan kekuasaan atau struktur tertentu, serta menimbulkan
dampak yang bersifat kolektif dan lintas generasi. Oleh karena itu,
pelanggaran HAM berat tidak dapat disamakan dengan tindak pidana
biasa, baik dari segi penanganan maupun konsekuensi yang
ditimbulkannya. Dampak dari pelanggaran HAM berat sangat
kompleks dan mendalam. Korban tidak hanya mengalami penderitaan
fisik berupa luka, cacat, atau bahkan kehilangan nyawa anggota
keluarga, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang
berkepanjangan, seperti depresi, kecemasan, dan kehilangan rasa
aman. Selain itu, korban seringkali menghadapi stigma sosial,
marginalisasi ekonomi, serta hilangnya akses terhadap pekerjaan,
pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dalam banyak Kkasus,
penderitaan tersebut bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya
dalam bentuk trauma kolektif (collective trauma) (Al-halfi et al., 2024).
Kejahatan seperti genosida, penghilangan orang secara paksa,
penyiksaan, dan pembunuhan sistematis merupakan contoh nyata
pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di berbagai negara,
termasuk Indonesia. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya
merusak individu, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan
kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena ity,
penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku,
melainkan harus mencakup upaya pemulihan yang menyeluruh
terhadap korban. Dalam konteks negara hukum, konsep keadilan
tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar penegakan
hukum melalui peradilan pidana. Keadilan harus dimaknai secara
lebih luas, yakni mencakup pengakuan terhadap penderitaan korban,
pemulihan hak-hak yang dilanggar, serta jaminan bahwa pelanggaran
serupa tidak akan terulang di masa depan. Hal ini sejalan dengan
prinsip-prinsip dalam hukum HAM modern yang menempatkan
korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan dipulihkan.
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Korban pelanggaran HAM berat memiliki sejumlah hak
fundamental, antara lain hak atas kebenaran (right to truth), hak atas
keadilan (right to justice), dan hak atas reparasi (right to reparation).
Hak atas reparasi menjadi sangat penting karena merupakan bentuk
konkret dari tanggung jawab negara dalam memulihkan kondisi
korban. Reparasi tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi
juga restitusi, rehabilitasi, kepuasan (seperti pengakuan dan
permintaan maaf), serta jaminan ketidakberulangan. Hak ganti rugi
sebagai bagian dari reparasi memiliki peran strategis dalam proses
pemulihan korban. Melalui mekanisme ini, negara berupaya
mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan
sebelum terjadinya pelanggaran. Lebih dari itu, ganti rugi juga
merupakan bentuk pengakuan negara atas kesalahan atau kegagalan
dalam melindungi warganya. Dengan demikian, pemberian ganti rugi
tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan
sosial.

Namun demikian, implementasi hak ganti rugi terhadap korban
pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan yang kompleks. Dari sisi normatif, meskipun telah terdapat
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, masih terdapat kekosongan
atau ketidaksinkronan dalam pengaturannya. Sementara itu, dari sisi
praktis, pelaksanaan ganti rugi seringkali terhambat oleh faktor
birokrasi, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar
lembaga, serta kurangnya kemauan politik (political will). Selain itu,
banyak korban yang belum memperoleh akses yang memadai
terhadap mekanisme ganti rugi, baik karena kurangnya informasi,
keterbatasan pendampingan hukum, maupun kompleksitas prosedur
yang harus dilalui. Dalam beberapa kasus, korban bahkan harus
menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian untuk mendapatkan
haknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan
antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di
lapangan (Siswadi et al., 2023).

Oleh karena itu, kajian mengenai hak ganti rugi terhadap korban
pelanggaran HAM berat menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kerangka hukum
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Hak Ganti Rugi Korban KDRT

Hak ganti rugi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
merupakan hak yang melekat pada diri korban untuk memperoleh
pemulihan atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan kekerasan
dalam lingkup rumah tangga. Hak ini lahir sebagai konsekuensi dari
adanya pelanggaran terhadap integritas fisik, psikis, maupun
martabat korban, yang secara hukum menimbulkan kewajiban bagi
pelakudan dalam kondisi tertentu negara untuk memberikan
pemulihan yang layak dan adil.

Secara yuridis korban KDRT adalah setiap orang yang mengalami
penderitaan akibat perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-
Undang, 2004). Dalam kerangka tersebut, hak ganti rugi tidak hanya
dipahami sebagai hak tambahan, melainkan sebagai bagian integral
dari perlindungan hukum terhadap korban, yang bertujuan untuk
mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin pada keadaan
sebelum terjadinya kekerasan.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak ganti rugi korban KDRT
memiliki keterkaitan erat dengan konsep restitusi dan kompensasi
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang, 2014). Restitusi
menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab
langsung untuk memenuhi hak korban, sedangkan kompensasi
menegaskan peran negara dalam menjamin pemulihan korban apabila
pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan
bahwa hak ganti rugi memiliki dimensi tanggung jawab yang tidak
hanya bersifat individual, tetapi juga institusional.

Secara konseptual hak ganti rugi korban KDRT mencerminkan
pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban (victim-oriented
justice), di mana sistem hukum tidak hanya berfokus pada
penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban
memperoleh keadilan substantif melalui pemulihan yang nyata
(Bambang Waluyo, 2018). Dalam pendekatan ini, korban dipandang
sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diakui, dilindungi, dan
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dipulihkan, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses
peradilan pidana.Hak ganti rugi juga berkaitan dengan prinsip hak
asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, perlindungan diri, serta
pemulihan dari pelanggaran yang dialami. Oleh Kkarena itu,
pemenuhan hak ini menjadi kewajiban negara sebagai bentuk
tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap warga
negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam
ranah domestic (Rena Yulia, 2010).

Dalam perspektif viktimologi, hak ganti rugi merupakan bagian
dari upaya untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang
(reviktimisasi), yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami
penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap
kebutuhan mereka. Dengan adanya pengakuan dan pemenuhan hak
ganti rugi, korban diharapkan dapat memperoleh keadilan yang tidak
hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan (Lilik
Mulyadi, 2015).

Dengan demikian secara komprehensif, hak ganti rugi korban
KDRT dapat dirumuskan sebagai hak yang dimiliki oleh korban
kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh pemulihan yang
adil dan layak atas dampak yang dialaminya, yang dijamin oleh hukum
dan dilaksanakan melalui tanggung jawab pelaku dan/atau negara
dalam rangka mewujudkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan
korban secara menyeluruh.

Dasar Hukum Hak Ganti Rugi
Hak ganti rugi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem
hukum yang berfungsi untuk menjamin adanya pemulihan terhadap
pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Dalam konteks hukum Indonesia, dasar hukum hak ganti rugi tidak
hanya bersumber dari satu cabang hukum, melainkan tersebar dalam
berbagai rezim hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, serta
peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan
korban.

Dalam hukum perdata, dasar utama hak ganti rugi dapat
ditemukan dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum
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Kedudukan Korban Penipuan Daring dalam Sistem
Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam hukum pidana klasik, korban sering ditempatkan sebagai pihak
yang membantu negara membuktikan perbuatan pelaku. Kedudukan
korban terlihat terutama melalui keterangannya sebagai saksi dalam
proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pola
ini membuat korban tampak sebagai objek pembuktian, karena proses
pidana lebih berpusat pada kesalahan pelaku dan pemidanaan.
Pandangan hukum pidana modern mulai menggeser posisi tersebut
dengan menempatkan korban sebagai orang yang memiliki hak,
kepentingan, dan kebutuhan pemulihan. Dasar pemikiran ini sejalan
dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 2014, yang menyebut korban
sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Audi et al., 2022).

Perubahan kedudukan korban menunjukkan bahwa sistem
peradilan pidana tidak cukup hanya menghukum pelaku. Negara juga
harus memperhatikan akibat tindak pidana yang dialami korban,
termasuk kerugian ekonomi dalam kasus penipuan daring. Korban
penipuan daring biasanya kehilangan uang, data pribadi, rasa aman,
dan kepercayaan terhadap transaksi digital. Oleh karena itu, korban
harus dipandang sebagai subjek yang berhak memperoleh
perlindungan, informasi, dan pemulihan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 31
Tahun 2014 mengatur bahwa saksi dan korban berhak memperoleh
perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta
bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.

Konsep korban sebagai subjek pemulihan hak juga tampak dalam
pengaturan mengenai restitusi. Restitusi menegaskan bahwa korban
tidak hanya berhak didengar keterangannya, tetapi juga berhak
menuntut pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dalam perkara
penipuan daring, restitusi menjadi penting karena tujuan utama
korban sering kali adalah pengembalian uang atau pemulihan
kerugian. Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa
korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti
kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian
akibat penderitaan, serta penggantian biaya perawatan medis
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dan/atau psikologis. Ketentuan ini diperkuat oleh PERMA No. 1 Tahun
2022, yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan
pemberian restitusi kepada korban tindak pidana (Pratiwi & Dj,
2022).

Korban penipuan daring memiliki karakteristik khusus karena
kerugian yang dialami biasanya berbentuk kerugian finansial secara
langsung. Korban dapat kehilangan uang melalui transfer bank,
dompet digital, kartu kredit, atau transaksi elektronik lain yang
digunakan oleh pelaku. Kerugian tersebut tidak hanya mengurangi
harta korban, tetapi juga dapat menimbulkan beban psikologis karena
korban merasa tertipu, malu, dan tidak aman. Dalam konteks ini, Pasal
7A ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 menjadi dasar penting
karena korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian
atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ketentuan tersebut
relevan bagi korban penipuan daring karena tujuan utama pemulihan
korban adalah pengembalian kerugian yang telah diderita.

Korban penipuan daring juga memiliki kerentanan digital karena
tidak semua korban memahami cara kerja teknologi, keamanan data,
dan modus kejahatan siber. Pelaku sering memanfaatkan
ketidaktahuan korban melalui tautan palsu, akun tiruan, pesan
manipulatif, atau situs yang menyerupai layanan resmi. Keadaan ini
membuat korban mudah percaya karena transaksi digital sering
berlangsung cepat, praktis, dan tanpa pertemuan langsung.
Perlindungan terhadap korban menjadi penting karena Pasal 5 ayat
(1) UU No. 31 Tahun 2014 memberikan hak kepada saksi dan korban
untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,
dan harta bendanya. Hak tersebut harus dibaca secara luas agar
perlindungan korban penipuan daring tidak hanya terbatas pada
keamanan fisik, tetapi juga mencakup keamanan ekonomi dan
perlindungan dari ancaman digital lanjutan.

Karakteristik lain dari penipuan daring adalah anonimitas pelaku
dan hambatan pembuktian elektronik. Pelaku dapat memakai
identitas palsu, nomor telepon sekali pakai, rekening penampung,
alamat internet tersembunyi, atau akun media sosial yang mudah
dihapus. Kondisi tersebut menyulitkan korban dan aparat penegak
hukum dalam menelusuri pelaku, mengamankan aset, dan
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Pengantar

Selama ini, diskursus hukum kita seringkali terlalu fokus pada sosok
"siapa yang berbuat" (tersangka atau terdakwa). Kita mengerahkan
segala daya upaya untuk melacak jejaknya, membedah motifnya, dan
memastikan hukumannya. Namun, dalam keriuvhan pengejaran
keadilan tersebut, kita seringkali alfa pada denyut nadi utama dari
peristiwa itu sendiri: yaitu "siapa yang menderita" (korban) dan
"siapa yang melihat" (saksi).

Buku kecil berjudul "HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN “Syarat Materiil dan Formil Perlindungan Saksi dan Korban”
ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Sebagai seorang teknokrat dan
engineer profesional yang bergelut di dunia yang harus selalu
memperhatikan hukum, kami mencoba menyusun naskah ini untuk
memahami bagaimana melalui instrumen hukum, Kita akan
membahas dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai
prosedural (syarat formil) dan substansi urgensi (syarat materiil)
yang menentukan kapan dan bagaimana meletakkan perisainya di
depan seorang saksi atau korban.

Perjalanan kita akan melintasi tiga dimensi waktu dan ruang
hukum: pertama, paradigma lama namun masih memberi warna
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama; kedua,
filosofis dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menjanjikan
keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dan yang ketiga,
bentangan standar global dalam hukum internasional.

Semoga naskah yang ringkas namun padat ini dapat menjadi
rujukan yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, praktisi,
mahasiswa hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat luas.
Penulis adalah pembelajar sejati yang open minded dalam menerima
masukan untuk perbaikan selanjutnya. Selamat membaca.

Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban adalah aspek fundamental dalam
sistem peradilan pidana karena kesaksian mereka sering menjadi
kunci untuk mengungkap kebenaran dalam suatu tindak pidana.
Tanpa perlindungan yang memadai, banyak saksi dan korban yang
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enggan memberikan keterangan mereka, akibatnya proses hukum
yang tidak dapat berjalan secara efektif dalam mengungkap kejahatan,
khususnya pada perkara-perkara besar dan tindak pidana yang
terorganisir.

Dalam diskursus tata hukum pidana kontemporer di Indonesia,
sistem peradilan telah mengalami pergeseran paradigma (shifting
paradigm) yang sangat fundamental. Kita telah bergerak dari model
konvensional yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman
pelaku (punitive model) menuju paradigma yang lebih memuliakan
hak asasi manusia, di mana saksi dan korban ditempatkan sebagai
elemen sentral dalam penegakan kebenaran materiil.

Anatomi perlindungan ini secara dibangun di atas dua pilar
utama, yaitu Syarat Formil (Ambang Batas Prosedural) dan Syarat
Materiil (Penilaian Substantif). Pemisahan kedua syarat ini bukanlah
sekadar instrumen birokrasi administratif, melainkan sebuah filter
yuridis untuk menjaga keseimbangan antara hak individuy,
kepentingan penegakan hukum, dan akuntabilitas penggunaan
fasilitas negara.

Dalam kerangka Hukum di Indonesia sebagai dasar Peraturan
Perundangan yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-
undang ini lahir dari hasil kerja sama lembaga HAM, lembaga anti
korupsi, dan masyarakat sipil sejak tahun 2001. Inisiatif ini juga
merupakan bagian dari ratifikasi Indonesia atas UN Convention
Against Corruption pada tahun 2003.

Berikut cakupan perlindungan dalam Hukum Nasional yang
termaktup dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang
mencakup beberapa pembaruan penting, antara lain penguatan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk
peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan
pembentukan dewan penasihat. Perluasan subjek perlindungan ini
tidak hanya mencakup saksi dan korban, tetapi juga saksi pelaku dan
pelapor. Perluasan layanan perlindungan, yang termasuk perlakuan
khusus bagi korban kekerasan seksual dan kelompok rentan lainnya.
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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
merupakan mandat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah melalui Undang-Undang
No. 31 Tahun 2014 (UU PSDK). Lembaga ini bertugas dan berwenang
dalam pemberian perlindungan dan hak lain kepada Saksi dan/atau
Korban (Rauf et al., 2022). Perlindungan dimaknai sebagai pemberian
rasa aman melalui segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan yang dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

Upaya harmonisasi pembaruan hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil melalui KUHP 2023 dan KUHAP 2025 juga
memberikan perubahan UU PSDK yang telah disahkan revisi pada
tanggal 21 April 2026 melalui Sidang Paripurna (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban, 2026). Harmonisasi ini diharapkan
dapat membentuk sistem peradilan pidana terpadu khususnya
perlindungan dan pemenuhan hak terhadap subjek hukum
sebagaimana amanat undang-undang.

Salah satu harmonisasi adalah pengakuan perempuan dan
kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana, baik berstatus
korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa (Utami et al., 2026).
Pelindungan pelapor/pengadu, saksi, dan korban diatur dalam Pasal
53-54 KUHAP yang mana memperkuat peranan LPSK memenuhi hak
perlindungan pada setiap tahapan pemeriksaan serta menekankan
fungsi koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan LPSK saat
perlindungan pelapor/pengadu, saksi, dan korban. Bab ini akan
berfokus membahas kedudukan dan kewenangan dari LPSK.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPSK adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara
yang dapat membentuk perwakilan di daerah berdasarkan kebutuhan
berdasarkan pasal 11 UU PSDK. Kelembagaan LPSK dalam revisi UU
PSDK akan mengalami perubahan yang semula “lembaga mandiri”
menjadi “lembaga negara independen” (Fana Fadzikrillahi Suparman
Putra, 2026; Harbowo, 2026).

Perubahan ini menunjukkan upaya memperkuat kedudukan
LPSK secara independen dan bebas dari intervensi/pengaruh, tidak
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sebatas sebagai pelaksana fungsi perlindungan, tetapi juga sebagai
pranata penting dalam sistem peradilan pidana.

Secara kelembagaan, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden
dan membuat laporan kinerja tahunan secara berkala kepada DPR
sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja secara
berkala (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, 2026).

LPSK dipimpin oleh 7 orang anggota yang berasal dari unsur
profesional dengan latar belakang hukum, hak asasi manusia,
akademisi, dan bidang terkait lainnya dengan masa jabatan lima tahun
dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan berikutnya. Setiap
pengangkatan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. LPSK
didukung oleh sekretariat jenderal dalam pelaksanaan tugasnya, yang
dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada
pimpinan LPSK.

Selain itu, untuk memperkuat kualitas kebijakan, dibentuk dewan
penasihat yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
anggota LPSK. Dewan ini dipilih melalui panitia seleksi yang
melibatkan unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat, dengan jumlah
maksimal 5 orang dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Struktur ini menunjukkan LPSK membuka ruang partisipasi
eksternal guna meningkatkan kualitas dan independensi
perlindungan terhadap saksi dan korban. Struktur Organisasi LPKS
dapat dilihat pada gambar berikut:

B LPSK

Struktur Organisasi

& Lembaga
7 Saksi dan Korban

SAATAR
PUNOSIONAL PUNGEONAL

Gambar 17.1: Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban
Sumber: Diolah penulis
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Konsep dan Urgensi Perlindungan Saksi, Justice
collaborator, dan Whistleblower dalam Sistem Peradilan
Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap saksi
dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin
keamanan serta hak-hak individu yang memberikan keterangan
dalam rangka membantu proses penegakan hukum. Kebutuhan
perlindungan ini muncul karena saksi sering berada dalam posisi
rentan, yakni menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan psikologis,
bahkan risiko terhadap keselamatan dirinya akibat kesaksian yang
diberikan. Seiring perkembangan kebutuhan penegakan hukum,
cakupan perlindungan tidak hanya terbatas pada saksi konvensional,
tetapi juga mencakup whistleblower dan justice collaborator.
Whistleblower merupakan pihak yang melaporkan dugaan tindak
pidana tanpa keterlibatan dalam perbuatan tersebut, Adapun justice
collaborator ialah pelaku yang tidak berperan sebagai aktor utama
dan memilih bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna
membongkar tindak pidana yang lebih luas. Ketentuan mengenai hal
tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta
dipertegas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011.(Undang-Undang,
2014).

Perlindungan terhadap saksi, whistleblower, dan justice
collaborator memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana
karena keberadaan mereka sering menjadi kunci dalam mengungkap
tindak pidana, terutama kejahatan yang terorganisasi seperti korupsi
dan narkotika, pencucian uang, dan terorisme. Dalam banyak situasi,
aparat penegak hukum menghadapi hambatan serius dalam
mengungkap perkara apabila tidak memperoleh informasi dari pihak
internal atau pelapor yang mengetahui langsung tindak pidana
tersebut. Karena itu, negara berkewajiban menyediakan jaminan
perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan fisik,
kerahasiaan identitas, serta rasa aman agar masyarakat tidak ragu
untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Upaya
perlindungan ini juga merupakan wujud penghormatan terhadap hak
asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Kehadiran justice collaborator dan whistleblower mencerminkan
berkembangnya sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi
semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman pelakuy,
melainkan juga pada wupaya peningkatan efektivitas dalam
pengungkapan tindak pidana. Melalui peran serta mereka, aparat
penegak hukum memperoleh akses informasi penting yang
memungkinkan terbongkarnya jaringan kejahatan yang bersifat
tertutup dan terorganisasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap
saksi, justice collaborator, dan whistleblower menjadi komponen
krusial dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif,
berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
(Romli Atmasasmita, 2011).

Sejarah dan Perkembangan Politik Hukum Perlindungan
Saksi di Indonesia
Pada awal perkembangan hukum pidana di Indonesia, perlindungan
terhadap saksi belum menjadi perhatian utama dalam sistem
peradilan pidana. KUHAP yang diberlakukan melalui Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 hanya menempatkan saksi sebagai alat bukti
dalam proses pembuktian tanpa mengatur secara khusus mengenai
perlindungan atas keamanan dan hak-haknya. Pada masa itu,
perhatian hukum acara pidana lebih berfokus pada perlindungan hak
tersangka dan terdakwa sehingga kedudukan saksi dalam praktik
peradilan masih tergolong lemah (Andi Hamzah,2016).
Perkembangan politik hukum perlindungan saksi mulai
mengalami perubahan setelah era reformasi tahun 1998. Reformasi
membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan dan
penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Meningkatnya kasus
korupsi, pelanggaran HAM berat, terorisme, dan kejahatan
terorganisasi menunjukkan pentingnya keberadaan saksi dalam
membantu penegakan hukum. Namun di sisi lain, banyak saksi enggan
memberikan keterangan karena adanya ancaman, intimidasi, dan
tekanan dari pihak tertentu. Kondisi tersebut mendorong negara
untuk membentuk regulasi yang memberikan jaminan perlindungan
terhadap saksi dan korban.
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Teori Perlindungan Hukum

Dalam berbagai macam teori, salah satunya disebutkan tujuan
dibentuknya hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk
memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kehidupan
masyarakat. Hubungan dari ketiga konsep tersebut adalah hukum
memberikan rasa adil bagi masyarakat dalam hal hak-hak masyarakat
sebagai warga negara terpenuhi, yang kemudian dijamin dengan
adanya Undang-Undang atau aturan tertulis sebagai bentuk kepastian
hukumnya, sehingga terbentuklah manfaat yang bisa dirasakan oleh
masyarakat dari berlakunya suatu hukum (Yanto, 2020).

Sebagai contoh misalnya terdapat aturan yang mengatur tentang
sanksi bagi orang yang mencuri yang diatur sedemikian beratnya.
Dengan beratnya ketentuan sanksi ini harapannya menimbulkan rasa
takut bagi calon pelaku. Karena adanya ketakutan terhadap sanksi
maka kejahatan pencurian menjadi minim sehingga ketakutan akan
kehilangan barang juga menjadi minim dalam masyarakat sehingga
memberikan rasa aman. Dari sini dapat dilihat bahwa dari berlakunya
suatu hukum dapat memberikan ketiganya, dari sisi keadilan
masyarakat memiliki haknya terhadap barangnya, dari sisi kepastian
pelaku kejahatan mendapatkan hukuman seberat-beratnya atas
kejahatannya, dan secara keseluruhan hal tersebut memberikan
manfaat bagi seluruh elemen masyarakat yakni kepastian dalam
menegakkan hukum demi melindungi masyarakat dan memberikan
rasa aman (Afdhali & Syahuri, 2023).

Berkaitan dengan manfaat, dalam Teori Utilitarianism menurut
Jeremy Bentham dikatakan jika Hukum seharusnya dapat
memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satu aspek
dari kemanfaatan tersebut adalah terjaminnya ketertiban dengan
memberikan rasa aman, dimana rasa aman ini didapat melalui
perlindungan yang terkandung dalam berlakunya suatu hukum
(Azisa, 2016). Berdasarkan demikian, menurut teorinya maka hukum
seyogyanya harus memberikan jaminan perlindungan kepada
masyarakat demi ketertiban dan ketentraman hidup. Lebih eksplisit,
hal ini juga diatur dalam konstitusi yang menyatakan jika setiap warga
negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk
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kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang kemudian
menjadi dasar filosofis urgensi perlindungan hukum bagi korban
kejahatan di Indonesia (Kenedi, 2020). Harapannya dari berlakunya
suatu hukum maka akan terdapat perlindungan bagi masyarakat baik
secara preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, dan represif,
yaitu penanggulangan terhadap pelaku kejahatan dan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan.

Hambatan dalam Perspektif Sistem Hukum
Hambatan bisa terjadi dari sudut pandang berlakunya sistem hukum
di Negara itu sendiri, termasuk Indonesia. Menurut pandangan
Lawrence M Friedman, hambatan perlindungan saksi dan korban
dapat dipahami sebagai bentuk ketidakberhasilan interaksi antar
instrumen penegak hukum negara (Ramadhani & Ardiansyah, 2024).
Berdasarkan teorinya yang paling terkenal, kegagalan tersebut bisa
terjadi karena adanya tiga elemen utama yang tidak terkordinasi
dengan baik yakni Substansi Hukum (legal substance), Struktur
Hukum (legal structure), dan Budaya Hukum (legal culture). Ketiganya
tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain,
sehingga dapat diartikan ketidakberhasilan perlindungan saksi dan
korban pada dasarnya adalah merupakan konsekuensi yang timbul
atas ketidakseimbangan dan lemahnya integrasi dalam keseluruhan
sistem tatanan hukum yang berlaku (Yuhelson, 2018).
1. Substansi Hukum (Legal Substance)
Pada level substansi hukum, hambatan muncul dalam bentuk
disharmoni regulasi, norma yang belum operasional, serta
kekosongan hukum pada jenis kejahatan tertentu, sehingga
perlindungan tidak memiliki kepastian maupun kejelasan (Arifin,
2020).

Sebagai contohnya terdapat disharmoni dan tumpang tindih
regulasi. Pengaturan perlindungan saksi dan korban tersebar
dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU Perlindungan Saksi
dan Korban, KUHAP, serta UU yang lebih spesifik seperti UU
terorisme, UU Penghapusan KDRT, serta UU kekerasan seksual, dan

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi




Faktor Penghambat Perlindungan Saksi Dan Korban

Daftar Pustaka

Adiningsih, A. P., & Arifin, R. (2023). Victims of Rape and The Legal
Protection: Problems and Challenges in The Victimological Studies.
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review,
3(1),47-70. https://doi.org/10.15294/Isr.v3i1.56688

Afdhali, D. R, & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum
Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum
Journal, 6(2), 555-561. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

Anggraini, N., Dwiyanti, H., & Pramono, Wahyu. (2019). Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga.
Penerbit Erka, Padang.

Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The
Unfinished Works. Indonesian jJournal of Advocacy and Legal
Services, 2(1), 1-4. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035

Azisa, N. (2016). Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi
Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis — Normatif). Pustaka
Pena Press, Makassar.

Darma, I. M. W,, Triwulandari, I. G. A. A. M., & Bunga, D. (2022). Victim
Blaming: Labeling For Women Victims Of Sexual Violence In Human
Rights Perspective. International Journal of Law Reconstruction,
6(2),212-227. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887

Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam
Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. JIHK, 5(2),
30-44. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188

Eleanora, F. N,, Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar
Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Madza Media, Jakarta.

Flora, H. S., Sutresna, [, Abdul, K. M., Ningrum, D., & Firmansyah, F.
(2024). Legal Education on Consumer Rights: Community
Empowerment Efforts in the Face of Unfair Business Practices.
Abdimas Indonesian Journal, 4(2), 627-638.
https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.500

Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
dalam Sistem Peradilan Pidana. Deepublish, Yogyakarta. (Original

Zulfiqgar Bhisma Putra Rozi

371



Faktor Penghambat Perlind Saksi Dan Korban

work published Deepublish)

Haikal, M. F. (2023). Implikasi Obstruction of Justice terhadap
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 7(2), 265-277.
https://doi.org/10.25139/lex.v7i2.8862

Harwati, T. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan
Perlindungan Anak. UIN Mataram Press, Mataram.

Ismail, Z. (2023). Buku Ajar Perlindungan Saksi & Korban. PT Literasi
Nusantara Abadi Grup, Malang.

Kenedj, ]. (2020). Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan
Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lin, S. (2023). Rethinking modesty in criminal law. Science of Law
Journal, 2(11), 7-10. https://doi.org/10.23977 /law.2023.021102

Marsudianto, D. N., & Israhadi, E. I. (2025). Uncertainty of Locus Delicti
and Tempus Delicti as an Obstacle to Law Enforcement against

Cybercrime. Greenation International Journal of Law and Social
Sciences, 3(2), 114-121. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.404

Picavet, E. (2018). Formal power and real authority: The involvement
of governance norms or principles. Humanistyka i
Przyrodoznawstwo, (19), 107-127.
https://doi.org/10.31648/hip.569

Prasada, E. A. (2022). Legal Awareness and Community Legal
Compliance. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2),
1054-1056. https://doi.org/10.33087 /jiubj.v22i2.2287

Ramadhani, P., & Ardiansyah, A. (2024). Urgensi dan Hambatan
Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Upaya Pengungkapan
Tindak Pidana. AHKAM, 3(3), 623-634.
https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i3.3774

Rozi, Z. B. P. (2025). Pemidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut’ah
(Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam. jurnal Hukum Lex
Generalis, 6(6). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1287

Shanahan, D., & Riley, L. (2025). Secondary Victimisation: Victim-

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi




Faktor Penghambat Perlindungan Saksi Dan Korban

Blaming, Retraumatisation, and the Criminal Justice System. Dalam
K. Bennett & L. Riley (Ed.), Vulnerable Victims and Victimisation
within Practice and Policy in the UK: Perspectives from Practitioners
and Academic Insights (hlm. 315-342). Springer Nature
Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99793-8_12

Situmeang, S. M. T. (2024). The Urgency Of The Witness And Victim
Protection Institution (LPSK) In The Criminal Justice System.
Proceeding of International Conference on Business, Economics,
Social Sciences, and Humanities, 7, 1279-1286.
https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.640

Suganda, A, Kristiawanto, K., & Dewi, R. (2024). Normative ideas legal
protection to witness and victim in criminal case. Indonesian Journal
of Multidisciplinary Science, 3(11).
https://doi.org/10.55324 /ijoms.v3i11.945

Suryani, B. (2023). Kriminologi. Universitas Medan Area Press, Medan.

Uyun, A. (2024). Analysis of The Protection Needs of Witnesses and
Victims in Criminal Cases. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum
Islam, 5(2), 62-68. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21743

Wattimena, D., Idris, M., Hamson, Z., & Abdullah, Z. (2024). Analisis
Komunikasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan
Pemerintah. Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 6(3), 15-26.
https://doi.org/10.36090/jipe.v6i3.1463

Wijayanto, C., & Hasuri. (2024). Implementation Of Principles Of
Restorative Justice In Criminal Procedural Legal Proceedings.
Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 13-24.
https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33497

Wisner, B. (2025). Assessment of capability and vulnerability. Dalam
Reflecting on Ben Wisner’s Contributions to Scholarship and Scholars.
Routledge.

Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan

Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Yuhelson. (2018). Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di

Zulfiqgar Bhisma Putra Rozi

373



Faktor Penghambat Perlind Saksi Dan Korban

Indonesia. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The Role of Victimology in the
Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System.
Mahadi:  Indonesia  Journal of Law, 3(01), 63-78.
https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379

Zakran, E. P, Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan
Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis
Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal
Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(3), 713-725.
https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi



Faktor Penghambat Perlindungan Saksi Dan Korban

PROFIL PENULIS

Zulfigar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H
Penulis merupakan alumnus Fakultas
Hukum  Universitas = Brawijaya. Ia
menyelesaikan pendidikan Sarjana pada
tahun 2016 dan Magister pada tahun 2019.
Sejak tahun 2024, penulis menjadi dosen
tetap di Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, khususnya pada kompartemen
J Hukum Islam. Sebagai akademisi penulis

masih berusaha untuk aktif menghasilkan
berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk
publikasi jurnal maupun penulisan sebuah bab dalam sejumlah book
chapter sejak tahun 2024 hingga sekarang.

Di luar aktivitas akademik formal, sejak di bangku kuliah penulis
juga memiliki ketertarikan yang kuat terhadap dunia seni, yang turut
memperkuat khasanah dalam perspektif keilmuannya. Minat
keilmuan penulis berfokus pada bidang Hukum Pidana, Hukum Islam,
Kriminologi, serta Filsafat Hukum, dengan penekanan khusus pada
kajian hukum yang bersifat abstrak dan general. Pendekatan ini
mencerminkan upaya penulis dalam memahami hukum tidak hanya

sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai konstruksi pemikiran
yang dinamis dan reflektif.

Email Penulis: zulfigarbpr@ub.ac.id

Zulfiqgar Bhisma Putra Rozi

375


mailto:zulfiqarbpr@ub.ac.id

ﬁv

BAB 20
POLITIK HUKUM
PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM
KUHAP BARU

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik




Politik Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam KUHAP Baru

Arah Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Saksi dan
Korban

Politik hukum pidana dalam hukum acara pidana merupakan arah
kebijakan negara dalam menentukan cara hukum pidana ditegakkan
terhadap pelaku, saksi, dan korban. Kebijakan ini mengatur
kewenangan aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan
kepada hak setiap orang yang terlibat dalam proses pidana. Negara
harus menggunakan hukum acara pidana sebagai cara yang adil untuk
menemukan kebenaran, bukan untuk menekan pihak yang lemah.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah
negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,
membentuk dasar konstitusionalnya. Oleh karena itu, kebijakan
hukum pidana harus diprioritaskan untuk menciptakan sistem
peradilan pidana yang teratur, adil, dan menghormati hak asasi
manusia (Antonius P S Wibowo, 2019).

Politik hukum pidana harus memastikan bahwa saksi dan korban
dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut untuk melindungi
mereka. Karena mereka dapat menghadapi tekanan, ancaman, atau
balas dendam dari pelaku, saksi dan korban sering berada dalam
situasi yang berbahaya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan
perlindungan dari ancaman ketakutan, menurut Pasal 28G ayat (1)
UUD 1945. Untuk melindungi saksi dan korban sejak awal proses
hukum, negara menggunakan ketentuan ini sebagai landasan penting
untuk membuat hukum acara pidana. Akibatnya, perlindungan saksi
dan korban merupakan kewajiban konstitusional negara selain
kebutuhan teknis untuk pembuktian.

Dengan KUHAP baru, kepentingan penegakan hukum dan
perlindungan hak manusia telah diimbangi. Hak tersangka, terdakwa,
terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas diperkuat oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Selain itu, arah tersebut sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, yang menegaskan betapa pentingnya menjaga agar
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keterangan saksi dan korban dapat diberikan secara bebas dari rasa
takut dan ancaman. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014, LPSK ditugaskan untuk memberikan perlindungan
kepada saksi dan korban, serta memberikan hak-hak tambahan
kepada mereka. Oleh karena itu, politik hukum pidana yang
ditetapkan dalam KUHAP baru harus dipahami sebagai rencana
nasional untuk menciptakan peradilan pidana yang adil, manusiawi,
dan memperhatikan hak.

Pergeseran paradigma dari offender-oriented ke victim-oriented
justice menunjukkan perubahan cara pandang dalam sistem peradilan
pidana. Pada paradigma lama, proses pidana lebih banyak berpusat
pada pelaku tindak pidana, mulai dari penangkapan, pemeriksaan,
penuntutan, sampai pemidanaan (Verrecchia, 2022). Dalam
paradigma baru, negara juga harus memperhatikan posisi saksi dan
korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam
proses hukum. Saksi dan korban tidak boleh diperlakukan hanya
sebagai alat untuk membuktikan kesalahan pelaku. Mereka harus
dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan
kepentingan yang wajib dilindungi.

Paradigma victim-oriented justice menempatkan korban sebagai
pihak yang berhak memperoleh keamanan, informasi, pendampingan,
dan pemulihan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014,
saksi dan korban berhak atas perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta benda mereka, bebas dari ancaman, memberikan
keterangan tanpa tekanan, mendapatkan informasi tentang
perkembangan kasus, mendapatkan nasihat hukum, dan
mendapatkan pendampingan. Dengan ketentuan ini, saksi dan korban
tidak lagi berada di pinggir proses hukum. Aparat penegak hukum
harus menghormati hak aktif mereka. Oleh karena itu, politik hukum
pidana yang berkeadilan mengutamakan perlindungan saksi dan
korban.

Pergeseran menuju victim-oriented justice juga tampak dalam
pengakuan terhadap hak korban atas pemulihan. Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban
tindak pidana berhak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan
psikologis, serta ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau
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Pendahuluan: Tipologi Konstitusional

Topik perbandingan hukum (comparative law) dalam konteks
perlindungan saksi dan korban sangatlah strategis, terutama untuk
membedah bagaimana berbagai sistem hukum menyeimbangkan
antara hak terdakwa (due process) dengan kewajiban negara
melindungi warga negaranya (state obligation). Perlindungan
saksi/korban dipandang sebagai kewajiban asasi negara (positive
obligation) atau sekadar instrumen prosedural untuk memperkuat
pembuktian. Sejumlah penelitian yang akan diuraikan pada bab ini
menunjukkan adanya pergeseran umum dari korban sebagai
saksi/alat bukti menuju korban sebagai subjek hak, tetapi laju dan
bentuknya berbeda antara tradisi civil law dan common law.
Pergeseran ini lebih sering muncul dalam undang-undang biasa dan
instrumen hak asasi daripada teks konstitusi secara eksplisit.

Di banyak sistem, sejarah korban bergerak dari penghilangan
hampir total peran korban oleh negara menuju “pengakuan tanpa
syarat” atas perannya dalam membentuk hukum pidana dan keadilan,
termasuk hak mengajukan klaim perdata dalam proses pidana
(Gadjiev, 2025). Artikel Korea membedakan paradigma saksi,
kerusakan, harm, dan rights paradigm, dan menyatakan bahwa hanya
rights paradigm yang benar-benar menjamin hak korban yang dapat
ditegakkan, berakar pada martabat manusia dalam konstitusi
(Sunghoon, 2024). Beberapa konstitusi dan doktrin menautkan hak
korban (misalnya kompensasi negara) langsung dengan hak
konstitusional atas martabat dan hak asasi dasar (Gurevics, 2022;
Sunghoon, 2024; Sehgal & Das, 2024).

Sistem civil law Eropa mengenal model korban sebagai pihak
dalam proses (partie civile, Nebenklager), dengan hak ikut serta dan
menuntut ganti rugi dalam perkara pidana (Dearing & Huxtable, 2020;
Gohler, 2019; Holder & Dearing, 2024).FRA mengidentifikasi lima
model peran korban: dari “korban sebagai saksi penyedia bukti”
sampai “korban sebagai pihak yang berhak atas peran sebagai pihak
proses”, dan mencatat bahwa banyak negara civil law bergerak ke
model ke-4 dan ke-5 (korban sebagai pemegang hak dan pihak) meski
praktik aparat masih sering melihat korban hanya sebagai saksi
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(Holder & Dearing, 2024). Di beberapa negara civil law non-Eropa,
reformasi konstitusional dan undang-undang HAM memperjelas hak
prosedural dan perlindungan korban (misalnya Meksiko) (Vazquez et
al,, 2021), serta hak kompensasi konstitusional bagi korban kejahatan
(Sunghoon, 2024; Sehgal & Das, 2024; Gadjiev, 2025).

Tabel 21:1 Hak Korban di Luar Struktur Peradilan

.. Common law (Inggris/AS,
Aspek Civil law Eropa India, dIl.)

Posisi Dapat menjadi | Umumnya  hanya  saksi;

formal pihak proses (joint | negara memonopoli
prosecutor/civil penuntutan
party)

Sumber hak | KUHAP, KUHP, | Piagam/Code of Practice,
kadang terkait | statutes, amandemen
konstitusi/martabat | konstitusi negara bagian
manusia

Pola Hak partisipasi + | “Victims’ rights” sering

pengakuan | ganti rugi di dalam | berupa hak diberi tahu,
proses pidana didengar, tapi sulit

ditegakkan

Sumber: Dearing & Huxtable, 2020; Gohler, 2019; Holder & Dearing,
2024; Doak, 2005; Kirchengast, 2016; Beloof, 2005; Manikis, 2013;
Kovarsky, 2025; Beloof, 2005; Manikis, 2013; Kovarsky, 2025

Di common law, korban lama ditempatkan sebagai “private party”
yang hanya menjadi saksi; hak partisipasi dianggap mengancam sifat
publik dan objektif peradilan pidana (Dearing & Huxtable, 2020;
Kovarsky, 2025; Doak, 2005). Gelombang reformasi menghasilkan
undang-undang dan bahkan amandemen konstitusi negara bagian di
AS, namun banyak hak korban tetap “ilusif” karena masalah standing,
remedy, dan review (Beloof, 2005; Kovarsky, 2025; Manikis, 2013).
Perkembangan di India dan yurisdiksi common law lain menunjukkan
kemajuan bertahap: hak informasi, partisipasi terbatas, kompensasi;
namun korban belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hak yang
setara dengan negara (Nagpal & Rawandale, 2023; Bajpai, 2022;
Sehgal & Das, 2024).
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Pendahuluan

Orientasi sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis hampir
selalu menempatkan terdakwa sebagai pusat perhatian utama
(offender-oriented). Ukuran keberhasilan penegakan hukum pidana
yang selama ini dianut cenderung bersifat kuantitatif-retributif, di
mana keadilan dianggap telah tegak lurus ketika negara berhasil
menjatuhkan sanksi nestapa yang seberat-beratnya kepada pelaku
tindak pidana. Cara pandang dogmatis yang mengakar kuat pada
KUHP kolonial ini membawa konsekuensi logis berupa
terpinggirkannya hak-hak saksi dan korban dalam struktur hukum
acara. Di dalam ruang-ruang pemeriksaan, posisi saksi dan korban
kerap kali direduksi sebatas "alat bukti berjalan”" demi memenuhi
beban pembuktian jaksa penuntut umum, tanpa dibarengi jaminan
pemulihan kerugian ataupun proteksi keamanan yang memadai
(Gosita, 2004)

Dalam konteks ini, peran saksi dan korban menjadi sangat krusial
karena keterangan mereka sering kali menjadi satu-satunya bukti
langsung yang dapat mengungkap kebenaran dalam suatu perkara
pidana (Kadapi et al., 2025). Namun demikian, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban ini
masih jauh dari ideal. Keterangan saksi diakui sebagai salah satu alat
bukti yang paling penting dan sering dijumpai dalam setiap perkara.
Pentingnya peran ini mencerminkan bahwa banyak kasus tidak dapat
diselesaikan hanya karena kurangnya alat bukti, khususnya
keterangan saksi (Hidaya, 2023). Ironisnya, ancaman kekerasan,
intimidasi, dan tekanan yang dihadapi oleh saksi dan korban menjadi
penghambat utama mereka untuk secara terbuka memberikan
kesaksian atas tindak pidana yang mereka alami atau saksikan.

Pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia
telah membawa perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban
dan saksi. Sebelumnya, sistem peradilan lebih berfokus pada hak-hak
pelaku (offender-oriented), namun perkembangan legislasi seperti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014, menandai beralihnya fokus menuju pendekatan yang
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berpihak pada korban (victim-oriented). Momentum transformasi ini
semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yang secara eksplisit menggeser tujuan pemidanaan dari paradigma
retribusif menuju keadilan korektif dan restoratif.

Melalui Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Tahun 2023, pemulihan
penderitaan korban dijadikan sebagai salah satu tujuan utama
pemidanaan yang menentukan keberhasilan penegakan hukum
pidana. Penguatan normatif ini kemudian didukung secara prosedural
oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merombak tata cara
beracara dengan meminimalkan potensi terjadinya trauma sekunder
terhadap korban tindak pidana melalui pembatasan konfrontasi
langsung, maksimalisasi teknologi pemeriksaan jarak jauh, dan
jaminan keamanan bagi saksi dan korban (Yunara & Kemas, 2024).
Meski demikian, transformasi paradigma ini masih menghadapi
berbagai tantangan signifikan dalam implementasinya.

Permasalahan dalam Perlindungan Saksi dan Korban

1. Ketidakselarasan Regulasi dan Implementasi
Salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi sistem
perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah adanya
ketidakselarasan antara norma perundang-undangan yang
progresif dengan implementasi praktis yang masih lemah (Fathan
et al, 2025). Paradoks ini terlihat jelas ketika kita mengamati
bahwa meskipun kerangka hukum telah diperbarui untuk
memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, pada
kenyataannya masih banyak saksi dan korban yang tidak
mendapatkan perlindungan yang optimal.

Kerangka regulasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia

telah berkembang secara signifikan. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana
diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, telah
menetapkan standar perlindungan yang cukup komprehensif
mencakup dimensi proteksi fisik dan psikis, jaminan prosedural di
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Reformulasi Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban

Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perlindungan
Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban memiliki kedudukan penting dalam
sistem peradilan pidana. Saksi membantu aparat penegak hukum
membuktikan peristiwa pidana melalui keterangan yang ia berikan.
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan keterangan saksi sebagai
salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pasal 185 ayat
(1) KUHAP juga menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat
bukti adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Tanpa perlindungan yang memadai, saksi dapat merasa takut,
tertekan, atau enggan memberikan Kketerangan yang benar
(Mardiansyah, Ependi, 2025).

Korban menempati peran penting dalam kerangka sistem
peradilan pidana. Korban tidak hanya menanggung konsekuensi dari
tindakan kriminal tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan
informasi penting yang berkaitan dengan insiden kriminal tersebut.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berfungsi sebagai
amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 menetapkan bahwa saksi dan korban berhak
atas perlindungan keselamatan pribadi, keamanan keluarga, dan
perlindungan harta benda, selain bebas dari intimidasi terkait dengan
kesaksian mereka. Ketentuan hukum ini menyiratkan bahwa negara
memikul tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang aman
bagi saksi dan korban, sehingga memungkinkan partisipasi aktif
mereka dalam proses peradilan (Ravi Ramadana, Marzuki, 2024).

Perlindungan saksi dan korban juga berkaitan erat dengan
pencarian kebenaran materiil. Hanya apabila saksi dan korban dapat
memberikan keterangan yang jujur, bebas, dan tanpa tekanan, fakta
akan menjadi benar. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 juga
memberikan hak kepada korban dan saksi untuk memberikan
keterangan tanpa tekanan. Perlindungan ini sesuai dengan Pasal 28G
(1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Oleh karena itu,
untuk pembuktian, pencarian kebenaran, dan pemenuhan keadilan
dalam sistem peradilan pidana, perlindungan saksi dan korban sangat
penting (Mutia Febriana, 2023).
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Secara filosofis, perlindungan saksi dan korban berangkat dari
nilai keadilan. Negara tidak boleh hanya berorientasi pada
penghukuman pelaku, tetapi juga harus melindungi pihak yang
membantu proses hukum dan pihak yang menderita akibat tindak
pidana (Mutia Febriana, 2023). Sementara saksi berhak merasa aman
saat memberikan keterangan, korban berhak mendapatkan perlakuan
yang manusiawi. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan
perlindungan dari ancaman ketakutan, menurut Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Karena ketentuan ini, hak asasi manusia
mencakup perlindungan saksi dan korban (Kadimuddin Baehaki,
2023).

Perlindungan saksi dan korban bergantung pada prinsip
kemanusiaan. Karena perbuatan pelaku, korban tindak pidana sering
mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Negara
harus hadir untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami
penderitaan yang lebih besar selama proses peradilan pidana.
Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,
setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dengan demikian,
negara bertanggung jawab untuk menjaga martabat manusia selama
proses penegakan hukum dengan melindungi saksi dan korban.

Perlindungan saksi dan korban juga sesuai dengan prinsip negara
hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh proses
pidana harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan keadilan. Prinsip
negara hukum menuntut agar saksi dan korban tidak dibiarkan
menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi ketika membantu
pengungkapan perkara pidana. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 memberikan kepada saksi dan korban hak untuk
mendapatkan perlindungan bagi keselamatan pribadi mereka,
keamanan keluarga, dan perlindungan harta benda mereka.
Akibatnya, prinsip-prinsip filosofis dasar yang mendasari
perlindungan saksi dan korban meliputi keadilan, kemanusiaan,
martabat manusia, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk

mewujudkan peradilan pidana yang adil.
Nur Chasanah
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Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang

komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, saksi

dan korban sering kali berada pada posisi yang rentan dan terabaikan. Mereka

tidak hanya berperan sebagai pemberi keterangan penting untuk

mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga kerap menghadapi ancaman,

tekanan, bahkan tindak kekerasan yang membahayakan jiwa dan

keamanannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional

untuk memberikan perlindungan yang layak dan kepastian hukum kepada

mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan.

Buku ini disusun untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek dalam

hukum perlindungan saksi dan korban, mulai dari:

Konsep Dasar dan Pengantar Perlindungan Saksi dan Korban

Sejarah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Teori dan Asas Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban

Kedudukan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan

Definisi dan Macam-Macam Perlindungan Saksi dan Korban

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan

Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme

10. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

11. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual

12. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

13. Hak Ganti Rugi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat
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